PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 7

TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

DAERAH

DENG4N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

a. baliwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dan Peraturan
Meateri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Tahun 2006
setagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-
poliok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan

penyempurnaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

paca huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota
Boitang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bontang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;,

. Pas‘;_‘al 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Perabentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
kahupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999
Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan
Un@angUndang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pernerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Penigelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

‘Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

Menetapkan

Beberapa

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7}
diubah sebazai berikut .

1. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru




yaitu Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesual peraturan

perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(4)

Pasal 14

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala
unit kerja pada SKPD selaku kuasa  pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kerje, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala
SKPI.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lzin dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang




(6)

dipimpinnya; dan

. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
pejabat pengguna anggaran.

Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas
pelak!:sanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran/pengguna barang.

Dala}n pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 26

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas :

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut
obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang
pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ dirinci
menurut obyek pendapatan yang mencakup:

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
milik daerah/BUMD,;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
milik pemerintah/BUMN; dan

c. baglan laba atas penyertaan modal pada perusahaan




milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan
untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak
termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci
menurut obyek pendapatan yang antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

sscara tunai atau angsuran/cicilan;
b. jesa giro;
c. pendapatan bunga;
d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain
sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan
barang dan/atau jasa oleh daerah;

f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan;
h. péndapatan denda pajak;
i. pendapatan denda retribust;
j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k. pendapatan dari pengembalian;
1. fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan
palatihan; dan

n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4. Ketentua: Pasal 37 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1
(satu) ayat baru yakni ayat (la) dan diantara ayat (7) dan ayat
(8) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7a), serta ayat (2),
ayat {7) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:




Pasal 37

{1) Pemerintah  daerah  dapat memberikan  tambahan
penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada pembahasan KUA.

(2} Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
pegawal berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
Sebagaimaila dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban

kerja normal.

(4} Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan
daerah terpencil.

(5} Tambahan  penghasilan  berdasarkan  kondisi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya
berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkasn profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki
ketrampilan khusus dan langka.

(7} Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang mermiliki prestasi kerja yang tinggi
dan/atau inovasi.




(7a) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka
peningkatan keseiahteraan umum pegawal, seperti pemberian

uang makan.

(8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

. Ketentuan Pasal 110 diubah, schingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 110

{1} Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka
pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

(2) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat
segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka
manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama
kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan
sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapaltl diperpanjang
secara otomatis, pembelian Surat Utang Negsra (SUN),
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan
Negara (SPNJ).

(4} Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung
penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi

permanen dan non-peérmancn.

(5) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah
dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya
pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan
modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang
dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan
baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak
dimalksudlkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan




kas jangka pendek.

Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada
niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali,
seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk
penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan
modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya
dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah
daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau
ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti
pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh
tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperfi
bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir
kepada  kelompok- masyarakat, pemberian fasilitas
pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat
dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
perafuran daerah tentang penyertaan modal dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang
telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal
pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan
daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan
modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal
yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang
penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
telab,  ditetapkan dalam  peraturan daerah tentang
penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah




tentang penyertaan modal yang berkenaan.

6. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu
BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 137B
Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah

negeri sebagai berikut:

a. Kepala daerah menectapkan kuasa pengguna anggaran
atas usul kepala SKPD Pendidikan selaku Pengguna

Anggaran; dan
b. Kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.

Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mengelola dana BOS yang ditransfer oleh bendahara
pengeluaran pembantu pada SKPD Pendidikan.

Pasal 137C

Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan.

Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis
belanja hibah.

RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan.

RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPKD.

Pasal 137D

Pencairar: dana BOS untuk sekolah swasta dilakukan dengan
mekanisrie LS.

(1)

Pasal 137E

Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap
triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD




(3)

Pendidikan melalui rekening masing-masing sckolah.

Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiap
triwulan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah.

Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2} triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa
menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOS

triwulan sebelumnya.

Pasal 137F

Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
137 E ayat (2} didasarkan atas Naskah perjanjian hibah
daerah.

Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani bersama antara Kepala daerah dengan
Kepala sekolah swasta.

Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala
SKPID  Pendidikan atas nama Kepala daerah dapat

menandatangani Naskah perjanjian hibah.

Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu} tahun
anggaran.

Pasal 137G

Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan
dana BOS triwulan [ dan triwulan I1 paling lambat tanggal
10 Juli sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV paling
lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada
bendahara pengeluaran pembantu. |

Lapcran penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud
pada; ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah
dan lengkap.

Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan
SKPD Pendidikan.
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(4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima

setiap triwulan,

Pasal 137 H

Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh
sekolah swasta diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran
daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 April 2013

WALIKOTA BONTANG,

MA/

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ASMUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 4

Il




